GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR © TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
21 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Daerah  Provinsi Kalimantan Utara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara,
maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
21 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2016 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 21

(I) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
a. Kepala Dinas;



(2)
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b. Sekretariat, membawahkan:
1) Subbagian Perencanaan;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,

membawahkan:

1) Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam;

2) Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Sosial;

3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Usia;

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas;

3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Korban Perdagangan Orang dan Korban
Penyalahgunaan Napza.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial,

membawahkan:

1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan
Penyuluhan Sosial;

2) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil;

3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan, Restorasi Sosial dan
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan

Sosial.
f. Bidang Penanganan Fakir Miskin,
membawahkan:
1) Seksi Penanganan  Fakir  Miskin
Perdesaan;
2) Seksi Penanganan  Fakir  Miskin
Perkotaan;

3) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar
Negara.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 37

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil terdiri atas:

a.
b.

e.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi

Kependudukan, membawahkan:

1) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran
Penduduk;

2) Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil;

3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan
Dokumentasi.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data,

membawahkan:

1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan;

2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

3) Seksi Monitoring dan evaluasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan Bagian Keduabelas Bab I diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian
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Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 46

(I) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik dan bidang
persandian.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 47

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan
pemerintahan bidang persandian yang menjadi
kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.

Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47, Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik dan bidang
persandian sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan
pengendalian kebijakan teknis informasi dan
komunikasi publik;

C. perumusan, perencanaan, pembinaan dan
pengendalian kebijakan teknis  Aplikasi
Informatika;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan
pengendalian kebijakan teknis Statistik Sektoral;
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perumusan, perencanaan, pembinaan dan
pengendalian kebijakan teknis Persandian untuk
Pengamanan Informasi;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 49

Susunan organisasi Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian terdiri
atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Subbagian Perencanaan;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
membawahkan:
1) Seksi Informasi Publik;
2) Seksi Komunikasi Publik; dan
3) Seksi Akses dan Kualitas Informasi dan
Komunikasi Publik.
d. Bidang Aplikasi Informatika,
membawahkan:
1) Seksi Aplikasi Informatika;
2) Seksi Integrasi dan Interoperalitas; dan
3) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
dan Komunikasi.
e. Bidang Statistik, membawahkan:
1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan
Data; dan
2) Seksi Analisis dan Diseminasi Data.
f. Bidang  Persandian dan Keamanan
Informasi, membawahkan:
1) Seksi Persandian; dan
2) Seksi Keamanan Informasi.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Struktur organisasi Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan Bagian Ketigabelas Bab II diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang
Pemuda dan Olahraga.

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung.

Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 55

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda
dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55, Dinas Pemuda dan Olahraga
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda dan
Olahraga, sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan
pengendalian kebijakan teknis Pemuda;

c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan
Pengendalian Kebijakan Teknis Keolahragaan;
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Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan
Pengendalian Kebijakan Teknis Kepramukaan;
Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
Pelaksana Unit Pelaksana Teknis;

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 57

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan
Olahraga terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Subbagian Perencanaan;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemuda, membawahkan:
1) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan
Pemuda;
2) Seksi Organisasi Pemuda dan
Kepramukaan; dan
3) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan
Pengembangan Pemuda.
d. Bidang Olahraga, membawahkan:
1) Seksi Pengelolaan, Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga,;
2) Seksi Pembibitan dan Peningkatan
Prestasi Olahraga; dan
3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga,
Pendidikan, Rekreasi dan Prestasi.
e. Unit Pelaksana Teknis;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi Dinas Pemuda dan
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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13. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 77
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri
atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Perencanaan; dan
3) Subbagian Keuangan;
c. Bidang Mineral dan Batubara,
membawahkan:
1) Seksi Pemetaan Wilayah dan Perizinan
Mineral dan Batubara;
2) Seksi Pengusahaan Mineral dan
Batubara; dan
3) Seksi Produksi, Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
d. Bidang Geologi dan Air  Tanah,
membawahkan:
1) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air
Tanah;
2) Seksi Pemetaan Geologi, Sumberdaya
dan Air Tanah; dan
3) Seksi Konservasi Air Tanah.
e. Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan:
1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
dan
3) Seksi Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan.
f. Bidang Energi Baru Terbarukan,
membawahkan:
1) Seksi Bio Energi;
2) Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan;
dan
3) Seksi Konservasi Energi.
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fugsional.

Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.



Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- IRIANTO LAMBRIE



-11-

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tan]ung Selor
pada tanggal 7 ari 2020

USlL L vV

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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Pasal I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Janu.ri 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd
IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Jenuari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINS), KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR &



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januwari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd
IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Jenuari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SUR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR &

© DISH-ZAUNUODIN W2 M5t ASISTEN Appiny(enas) UMy %
7 ARMAN gAquRL SH k- KEPALA  Blte Wulcum ﬁ

ISl AgouL MMADIID (W5 KERALA biRe OREMMURS)
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 6  TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL (TIPE A)

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN i‘ﬁﬁ%‘:ﬁ
PERENCANAAN KEUANGAN s
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERLINDUNGAN REHABILITASI PEMBERDAYAAN PENANGANAN FAKIR
DAN JAMINAN SOSIAL SOSIAL MISKIN
SOSIAL
mem—— SEKSI PEMBERDAYAAN
SEKSI REHABILITASI SOSIAL PERORANGAN, SEKSI PEN
PERLINDUNGAN KELUARGA, ANGANAN
.| | SOSIAL ANAK DAN = n FAKIR MISKIN
SOSIAL KORBAN LANJUT USIA MO
MASYARAKAT DAN PERDESAAN
BENCANA ALAM PENYULUHAN SOSIAL
SEKSI SEKSI REHABILITASI SEKSI
PERLINDUNGAN 2 SOSIAL | | PEMBERDYAAN SEKSI PENANGANAN
™ SOSIAL KORBAN PENYANDANG KOMUNITAS ADAT = FAKIR MISKIN
BENCANA SOSIAL DISABILITAS TERPENCIL PERKOTAAN
SEKSI REHABILITASI KEPAI'?E}F\(&’!ANAN SEKSI PENANGANAN
SOSIAL TUNA : ' FAKIR MISKIN
—  SEKSI JAMINAN — - KEPERINTISAN, i
SOSIAL KELUARGA SOSIAL KORBAN KESETIAKAWANAN, PESISIR, PULAU-
PERDAGANGAN RESTORASI SOSIAL PULAU KECIL DAN
PZA DAN PENGELOLAAN PERBATASAN ANTAR
RREANN Dol SUMBER DANA NEGARA
RANTIIAN SNSIAT
KELOMPOK
JABATAN

UPTD

FUNGSIONAL
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (TIPE C)

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN
DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
BIDANG FASILITASI PENGELOLAAN
ADMINISTRASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN DAN
KELOMPOK PEMANFAATAN DATA
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
SEKSI BINA
APARATUR PENGOLAHAN DAN
] PENDAFTARAN | PENYAJIAN DATA
PENDUDUK KEPENDUDUKAN
SEKSI BINA SEKSI KERJASAMA
&l APARATUR ] DAN INOVASI
PENCATATAN SIPIL PELAYANAN
SEKSI MONITORING, SEKSI
e EVALUASI DAN =4 MONITORING DAN
DOKUMENTASI EVALUASI

UPTD
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN (TIPE A)

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN iﬁ?ﬁ‘g:g
PERENCANAAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA

BIDANG STATISTIK

SEKSI INFORMASI
PUBLIK

SEKSI APLIKASI
INFORMATIKA

BIDANG
PERSANDIAN DAN
KEAMANAN
INFORMASI

SEKSI
PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA

—

SEKSI PERSANDIAN

SEKSI KOMUNIKASI
PUBLIK

SEKSI INTEGRASI
DAN
INTEROPERALITAS

SEKSI AKSES DAN
KUALITAS
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK

SEKSI ANALISIS
DAN DISEMINASI
DATA

SEKSI
INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

UPTD

SEKSI KEAMANAN
INFORMASI
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (TIPE A)

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN igffg%ﬁ:
KEUANGAN
EERENCANAAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PEMUDA BIDANG OLAHRAGA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
SEKSI KEMITRAAN SR LA
DAN | | PEMBINAAN DAN
KEWIRAUSAHAAN PENGEMBANGAN
PEMUDA OLAHRAGA
SEKS! ORGANISASI SEKS! PEMBIBITAN
PEMUDA DAN L] DAN PENINGKATAN
KEPRAMUKAAN PRESTASI OLAHRAGA
SEKSI SARANA DAN
SEKSI
KEPEMIMPINAN, %%S};‘Ri“g:
KEPELOPORAN DAN -
PENDIDIKAN,
PENGEMBANGAN
PEAIDA REKREASI DAN
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